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KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN

DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN

PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

KANTOR. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-I9

PEKERJAAN

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI

PEGAWAI

TAHUN ANGGARAN 2022

HARGA PEKERJAAN : Rp 184.111.260,-

TERBILANG ; SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA

SERATUS SEBELAS RIBU DUA RATUS ENAM

PULUH RUPIAH

JANGKA WAKTU : 5 (LIMA) HARI KALENDER

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI
Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang
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POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
TELP. (62) 024-8311527
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SEMARANG

FAX : (62)024-8311529
Email : info@plp-semarang.ac.icl

KODE POS 50242 Home Page: www.plD-semarana.ac.lcl

BERTTA ACARA EVALUASIPEKERJAAN

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 81 / 3 / PIP.SMG-2022

26 April 2022
Pengadaan VitammSuplemen Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai
2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua pulxih enam bulan April Tahun dua ribu dim puluh dim (26-
04-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembimt Komitmen Barang dan
Jasa untuk pekeqaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang
dan Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evalimsi Pekerjaan terhadap Penyedia
Barang/Jasa untuk pekeqaan tersebut diatas.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Hadir dalam rapat
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu IIE4 Tanjungmas, Semarang Utara,
Semarang.

NPWP 01.896.686.1-504.000

KELENGKAPAN
KETERANGAN

NO URAIAN (+)

Sesuai
Tdk

Sesuai

1 Kualitas Barang/jasa: + Sesuai Spesifikasi Teknis

2 Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan
+

Sesuai Surat Perintah Keqa
(SPK)

3 Dokumen Tagihan
+

Sesuai Peraturan Presiden

No. 12 Tahun 2021

HASILAKHIR SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekeqaan untuk Paket Pekeqaan Pengadaan
Vitamin/Buplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi
Pegawai ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003
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POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG
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TELP. (62) 024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
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SURAT PEREVTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: PL. 102 / 79 / 2 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan: Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran
Wabah COVID-19 Bagi Pegawai.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama ; HERIPRASETYO, S.M.
Jabatan ; Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022, bersama ini
memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu 111/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang
yang dalam hal ini diwakili oleh Sudiro,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut;
1. Paket pengadaan: Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai;
2. Tanggal mulai keria: 22 April 2022;
3. Svarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu oenvelesaian: selama 5 (Lima) hari kalender dan pekeijaan hams sudah selesai pada

tanggal 26 April 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekeijaan Penyedia

akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai
ketentuan dalam SPK.

Semarang, 22 April 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO. S.M.

PPKRM

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:
UntuksJan atas nama CV. PUTRA MANDIRI

\

Direktur
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BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
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POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

1  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529
SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Paae: www.DlD-semarana.ac.ld

SURAT PERINTAH KEJUA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PEL AYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 79 / 1 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 22 April 2022

NamaPPK HERl PRASETYO, S.M.

Nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN

VITAMIN/SUPLEMEN

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH

COVID-19 BAGIPEGAWAI

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN L ANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 75 / 8 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 18 April 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 78 / 2 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 21 April 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 imtuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 -
26 April 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebeias
ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGASATUAN JUMLAH

1 Zegavit 478 box Rp 347.000,00 Rp 165.866.000,00

JUMLAH Rp 165.866.000,00

PPN 11% Rp 18.245.260,00

TOTAL Rp 184.111.260,00

Terbilang: Seratus delapan puluh empat juta seratus sebeias ribu dua ratus enam puluh
rupiah
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

POLITEKMK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 79 / 1 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 22 April 2022

Nama PPK HERl PRASETYO, S.M.

Nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN

VITAMIN/SUFLEMEN

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH

COVID-19 BAGI PEGAWAl

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 75 / 8 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 18 April 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 78 / 2 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 21 April 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 imtuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 -
26 April 2022

JEMS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas
ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGASATUAN JUMLAH

1 Zegavit 478 box Rp 347.000,00 Rp 165.866.000,00

JUMLAH Rp 165.866.000,00

PPN 11% Rp 18.245.260,00

TOTAL Rp 184.111.260,00

Terbilang: Seratus delapao puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh
rupiah
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 79 / 1 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 22 April 2022

Nama PPK HERl PRASETYO, S.M.

Nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI

PAKET PENGADAAN;

PENGADAAN

VITAMIN/SUPLEMEN

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH

COVID-19 BAGI PEGAWAl

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 75 / 8 / PIP. SMG-2022

Tanggal : 18 April 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 78 / 2 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 21 April 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 imtuk mata anggaran
kegiatan: 022,12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 -
26 April 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas
ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGA SATUAN JUMLAH

1 Zegavit 478 box Rp 347.000,00 Rp 165.866.000,00

JUMLAH Rp 165.866.000,00

PPN 11% Rp 18.245.260,00

TOTAL Rp 184.111.260,00

Terbilang: Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh
rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 April 2022

mSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan selesai 100 % melalui Kantor
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor
melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang
a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar \%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima
oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 I 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. PUTRA MANDIRI

METE
TEMP

BAE30AJX4151431

O

irektur



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK;

Nomor : PL. 102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 April 2022

INSTRUKSIKEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan selesai 100 % melalui Kantor
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor
melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang
a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima
oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

a

METERAI

2EDAJX4151431

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. PUTRA MANDIRI

Difektur



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA;

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK;

Nomor : PL. 102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 April 2022

INSTRUKSIKEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan Jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan selesai 100 % melalui Kantor
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor
melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang
a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima
oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. PUTRA MANDIRI

suSiro
Direkj ur



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGA WAS AN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.



13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, selunih
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

0. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekeijaaa

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekeijaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.



f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekerjaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi;
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut;
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data pemmjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanj angan waktu penyelesaian pekeij aan hanya dapat diberikan j ika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secaratertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.



19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila;
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.



c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGANPEMBERIANKOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen

PIP Semarang

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI

HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (lll/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

:<p
Direkflur



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditimjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selumh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu.
Pengalihan selumh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir;
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.



13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekeijaaa

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekeijaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.



f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.



19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi basil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.



c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik llmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen

PIP Semarang

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI

HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

/c.

rsiMr
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX ; (62)024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.Dip-semaranQ.ac.id

Nomor : PL. 102/78/4/PIP-SMG-2022 Semarang, 21 April 2022
Lampiran ; ~

Kepada Yth.
Direktur CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu 1II/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekeijaan Pengadaan
Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-
19 Bagi Pegawai.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 25/PM/IV/2022 tanggal 19
April 2022 tentang Penawaran pekeijaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai dengan hasil negosiasi harga
sebesar Rp. 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus
enam puluh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari keija setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

PPK Belanja RM

HERIPRASETYO. S.M.

Penata Muda, lll/a

NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth.;

1. Kuasa Penggima Anggaran PEP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BAD AN LAYAN AN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

C««lcMlto:MCMN)

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : lnfo@pip-semarang.ac.ld
Home Page; www.plp-semaranq.ac.lcl

BERl 1A ACARA

RAP AT PRA KONTRAK

No : PL. 102 / 78 / 3 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua berdasarkan
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen
Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai dari Pejabat
Pengadaaan No.PL.102/78/2/PlP.SMG-2022 tanggal 21 April 2022 telah diadakan Rapat Pra
Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon
Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang

dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain ;

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 21 April 2022

2. Draft Surat Perintah Keija dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta

Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala

LKPP.

3. Untuk harga satnan pekeijaan yang bersifat timpang (unbalance), harga tersebut berlaku sebatas

volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
CV. PUTRA MANDIRI

PPK Belanja RM
PIP Semarang

Dire

HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002
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BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A
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y^KAN ISO(W1:291S

Berita Acara Hasit Pemilihan

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN W ABAH COVID-19

BAGI PEGAWAI

Nomor : PL. 102 / 78 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini, 20 April 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekeijaan :

Kode Paket

Nama Paket

:89079114

: Pengadaan Vitamin/Supleraen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah
COVlD

Nilai Total HPS

Metode Pemilihan

-19 Bagi Pegawai

:Rp. 187.294.740,00

: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran

1  CV. Putia Mandiri

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

Jl. Kerapu III/4 Rp. 185.703.000,00

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. Putra Mandiri LULUS

2. Evaluasi Teknis

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. Putra Mandiri LULUS

3. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran Hasil Evaluasi Keterangan

1  CV. Putra Mandiri

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
CV. Putra Mandiri

1. Nilai Penawaran:R;?. 185.703.000,00(99.15 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 185.703.000,00 (99.15 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: ( %)

Rp. 185.703.000,00 LULUS

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Perhubungan

Dihasilkan oleh server pada: 21 A{Mi] 2022 08:32 WIB - LPSE Kementrian Perhubungan



KOREKSl ARITMATIK

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAKEN ANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEEANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI
PENGADAAN VTTAMIN/SIIPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGl'LANGAN PENVEBARAN WABAH COVTD-19 BAGI PEGAWAI

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) RAB GV. PUTRA MANDIRI NEGO

NO NAMA BARANG JEMLAH
HARGA (Rp) HARGA (Rp) HARGA (Rp)

SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH

1 Zegavit 478 box Rp 353.000 Rp 168.734.000 Rp 350.000 Rp 167.300.000 Rp 347.000 Rp 165.866.000

JUMLAH Rp 168.734.000 JUMLAH Rp 167.300.000 JUMLAH Rp 165.866.000

PPN Rp 18.560.740 PPN Rp 18.403.000 PPN Rp 1&245.260

TOTAL Rp 187.294.740 TOTAL Rp 185.703.000 TOTAL Rp 184.111.260

PEJABAT PENGADAAN BAR4NG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANl. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSF.NTASE

Rpl85.703.000 PENAWARAN

Rpl85.703.000 KORERSI

RpO SELISIH

-Rpl.591.740 TERHADAP HPS

.0,85% PROSENTASE

Rpl84.lll.260

Rpl84.lll.260

RpO

-Rp3.183.480

-1,70%



EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHliN ANCXiARAN

POLITEKNIK H.MU PELAYARAN SEMAR,\NG

DGKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMEM SDM TR,VNSPORTASI

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGOLANGAN PEN'YERARAN W,\RAH COMD-19 RXCH PEGAWAI

JI- SINGOSARI lA SEMARYNG

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) R4B CV. PUTRA MANDIRI

NO NAMA BARANG JUMLAH
HARGA (Rp) HARGA SAT.

(Rp)

PROSENTASE

(%)
KETERANGAN

TOTAL HARGA

SATUAN JUMLAH (Rp)

1 Zej?aYit 478 box 3.53.000.00 168.734.000.00 350.000.(X) 99% WAJAR Rp 167 .,300.000

Rp 168.734.000 .lUMLAH Rp 167.300.000

PPN Rp 18.560.740 PPN Rp 18.403.000

TOTAL Rp 187.294.740 TOTAL Rp 185.703.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIVlANl. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rpl85.703.000

Rpl85.703.000

RpO

-Rpl.591.740

-0,85%



EVALUASIPENAWARAN ADM[NISTRAS1> TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMFAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIKILMG PELAYARAN SEMARANG

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEGANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENVEBARAN WABAH COVID-19 BAGl PEGAWAI

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

NO. NANU PERI SAHAAN

SVARAT-SVARAT PENAWARAN
KETERANGAN

1 2 3 4 5A SB 5C 5D SE 5F SG

1 CV. PUTRA MANDIRI + + + + + + + + + + + LULUS

KETERANGAN;

1. SURAT PENAWARAN

2. JADWAL WAK.TU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)

3. SPESMKASI TEKNIS

4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAH)

5. DOKUMEN KUAUFIKASI

A.PAKTAINTEGRITAS

B. FORMUl,IR ISIAN KUALIFIKASI

C. FOTOCOPY SIUP

D. FOTOCOPY TOP

E. FOTOCOPY NPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR

0. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIVANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

Keterangan

Ada

Tidak Ada

Ada, Tidak Memcnuhl

= LULUS

= TIDAK LULUS

= TIDAK LULUS
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^KAN

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a r i

Tanggal
Pimpinan rapat
Acara

Rabu

20 April 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pembukaan Penawaran imtuk Pengadaan Vitamin/Suplemen
Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVlD-19
Bagi Pegawai

Peiabat Pengadaan Barang/Jasa

NO NAMA TANDA TANGAN

1.
KRISTIN ANITA

INDRIYANI, S.ST, MM
1

>

Penvedia Barang/Jasa

No Nama Perusahaan TANDA TANGAN

1. SUDIRO CV. PUTRA MANDIRI 1.

Ntm
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BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUNANGGARAN

PL. 102 / 77 / 1 / PIP.SMG-2022

20 April 2022
Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyeharan Wabah COVID-19 Bagi Pegawai
2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh bulan April Tahun Dua ribu dua puluh dua (20-04-2022)
dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah diadakan
rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri:
1  Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2  Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. PUTRA MANDIRI

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut;
Bahwa Perusahaan CV. PUTRA MANDIRI telah memasukkan penawaran untuk Pengadaan
Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyeharan Wabah COVID-19 Bagi
Pegawai. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 185.703.000,- (Seratus delapan
puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan
pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender, Jangka
waktu pelaksanaan 5 (lima) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Vitamin/Suplemen
Pencegahan dan Penanggulangan Penyeharan Wabah COVID-19 Bagi Pegawai ini dibuat
dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S. ST, MM

Penyedia Barang/Jasa

TANDA - TANGAN

1. SUDIRO CV. PUTRA

MANDIRI

1

V,

X



iSSk
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : jnfo@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.pip-semaranq.ac.ld

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

Nilai HPS/OE

PL. 102 / 77 / 1 / PIP.SMG-2022

20 April 2022
Pengadaan Vitamin Suplemen Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Watah COVID-19 Bagi
Pegawai
2022

Rp. 187.294.740,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus
sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empatpuluh rupiah)

NO.
NAMA

DOKUMEN

HARGA

JANGKA WAKTU

PERUSAHAAN

1 2 3 4 5

PENAWARAN
SURAT

PENAWARAN

PELAK

SANAAN

1.
CV. PUTRA

MANDIRI
+ -1- + + + Rp 185.703.000,-

15 Hari

Kalender

5 Hari

Kalender

+ : ada

-  ; tidak ada

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

Surat Penawaran

Dokumen Penawaran Teknis

- Spesifikasi Teknis
- Jangka waktu/Jadwai Waktu Pelaksanaan
Dokumen Penawaran Harga
- Dafitar Kuantitas dan Harga
Pakta Integritas
Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa
CV. PUTRA MANDIRI

Dire

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN

DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN

PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH

COVID-19

PEKERJAAN

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI

PEGAWAI

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI
Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



CV. PUTRA MANDIRI
JL. KERAPU il! / 4 SEMARANG

Nomor : 25/PM/IV/2022 Semarang, 19 April 2022
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.:
Pejabat Perigadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di

Jl. SIngosari 2A Semarang

Perihal Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19 Bag! Pegawal

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102175181 PIP.SMG-2022 tanggal
18 April 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini
kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sebesar Rp. 185.703.000,- (Seratus
delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu ruplah).

Penawaran Ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
selama 5 (Lima) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. PUTRA MANDIRI

1
D ur



CV. PUTRA MANDIRI
JL. KERAPU tl!/4 SEMARANG

SPESIFIKASITEKNIS

Pengadaan Vitamin/Supiemen Pencegahan dan Penangguiangan
Penyebaran Wabah COViD-19 Bagi Pegawai

Poiiteknik llmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO URAIAN JUMLAH

NEGO

HARGA SATUAN JUMLAH

1 Zegavit 478 box Rp 347.000 Rp 165.866.000

JUMLAH Rp 165.866.000

PPN 11% Rp 18.245.260

TOTAL Rp 184.111.260

Terbilang: Seratus delapan puluh empatjuta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah

Semarang, 19 April 2022

CV. PUTRA MANDIRI

Di



CV. PUTRA MANDIRI
JL. KERAP'J !l!/4 SEMARANG

JADWAL WAKTU PEUKSANAAN

Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COViD-19 Bagi Pegawai

Politeknik limu Peiayaran Semarang Tahun 2022

No Uraian Hari

Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

5

A Kontrak Efektif 1

B Tahap Perencanaan 1

C Tahap Pekerjaan 3

D Serah Terima 1

E Selesai 1

Semarang, 19 Aprii 2022

CV. PUTRA MANDIRI

9

DIr



CV. PUTRA MANDIRI
JL. KERAPU !l! / 4 SEMARANG

SATUAN KERJA

PEKERJAAN

LOKASI

TH. ANGGARAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI

PEGAWAI

JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG

2022

NO URAIAN JUMLAH

R/LB

HARGA SATUAN JUMLAH

1 Zegavit 478 box Rp 350.000 Rp 167.300.000

JUMLAH Rp 167.300.000

PPN 11% Rp 18.403.000

TOTAL Rp 185.703.000

Terbilang: Seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah

Semarang, 19 April 2022

CV. PUTRA MANDIRI

I* ^ ̂

Direi<U
f-y



DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEiN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,

KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASl. LAYANAN

DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN

PERKANTORAN. OPERASTONAL DAN PEMEITHARAAN KANTOR.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH

COVID-19

PEKERJAAN

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI

PEGAWAI

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI
Jl. Kerapu II1/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



CV. PUTRA MANDIRI
JL. KERAPU III / 4 SEMARANG

PAKTA

INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak dan atas nama

SUDIRO

3321012809660004

Direktur

CV. PUTRA MANDIRI

dalam rangka Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai, dengan ini menyatakan bahwa:

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN );

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
indika.si KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti prpses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk
memberikan basil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 19 April 2022

CV. PUTRA MANDIRI

Direlctil



CV. PUTRA MANDIRi
JL KERAP'J il!! 4 SEMARANG

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Jabatan
Bertindak dan atas nama

Alamat

Telepon
Fax

E-mail

SUDIRO

Direktur

CV.PUTRA MANDIRI

jl. Kerapu 1II/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

putramandiricv@rocketmaiI.com

nienyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1 saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak

2 saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi;

3 saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4 saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang

terkait, langsung maiipun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5 badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6 salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar

Hitam;

7 data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

1 Nama

2  Status

3 Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

i  No. Fax

E-Mail

4 Alamat Kantor Cabang

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

B. Izin Usaha

1  No. Surat Izin Usaha

2 Masa berlaku izin usaha

3  Instansi pemberi izin usaha

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1 No. Surat Izin Tanda Daftar Ferusahaan

2 Masa berlaku izin

3  Instansi pemberi izin

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1 Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a  NomorAkta

b  Tanggal

c  Nama Notaris

2 Akta Perubahan Terakhir

a  Nomor Akta

b  Tanggal

CV. PUTRA MANDIRI

Pusat Cabans

Jl. Kerapu 111/4 Tanjungmas, Semarang Utara,

Semarang

putramandiricv@rocketmail.com

9120105711511

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.

LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA

OSS

9120105711511

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.

LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA

OSS

25 Oktober 1999

ARGO HERTANTO, SB

15

14 Maret 2016



c  Nama Notaris

E. Pengurus

1 Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

: ANDHYMULYONO,SH

No. Nama No.KTP Jabatan dalam Badan Usaha

1. SUDIRO 33.2101.280966.0004 Direktur

2.

Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama No.KTP jabatan dalam Badan Usaha

1. SUDIRO 33.2101.280966.0004 Direktur

2. ANITA RACHMAT 33.7402.620157.0001 KOMANDITER

F. Data Keuangan

1  Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama No.KTP Persentase

1. SUDIRO 33.2101.280966.0004 10%

2. ANITA RACHMAT 33.7402.620157.0001 90%

2 Pajak

A Nomor Pokok Wajib Pajak

B Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir

C Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan

terakhir);

1  PPh Pasal 21

2  PPh Pasal 23

3  PPh Pasal 25/Pasal29

4 PPN

:  01.896.662.2-518.000

:  Tahun 2019

d  Surat Keterangan Fiskal (sebagai

pengganti hurufb dan c)

Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No Nama Tgl/bln/thn
lahir

Tingkat
Pendidikan

Jabatan dalam
pekerjaan

Pen Profesi/ Tahun

gala keahlian Sertifikat/
ma ijazah
n

kerj

(ta
hun



1
1 2 3 4 5 6 7 8

Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No Jenis
Fasilitas/
Peralatan/
Perlengka
pan

Jumlah Kapasitas atau output
pada saat ini

W

e

r

k

d

a

n

t

i

P
e

Tahun

pembuatan
Ron

disi

{%)

Lokasi

Sekarang
Status

Kepemilik
an/Dukun
gan Sewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang

dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No Nama Sub Lokasi Pemberi Tugas/ Pejabat Kontrak

Paket Bidang Pembuat Komitmen

Pekerjaan Pekerjaan Nama Alamat/ Telepon No / Tanggal Nilai

1 2 3  4 5 6 7 8

1. Pengadaan Rak Sepatu dan Badan Jl. Setlabudi 027.2/0532 Badan

Gambar Presiden dan Wakil Diklat NO.201A 3/2016 Diklat

Presiden Provinsi Semarang Telp. Provinsi

Jawa 7473006 Jawa Tengah

Tengah

2. Pengadaan Ranjang Susun 01 April Rp. 43.230.000,- 01 April

Besi 2016 2016



J. SuratKeterangan/Referensi Bank

Surat Keterangan/Referensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor

Tanggal
Nama Bank

Rekening

0043/PLY.01/034/2020
6 Januari 2021

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang utama Semarang
1.034.14041.6

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. ]ika
dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi
administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan
secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 19 April 2022

CV. PUTRA MANDIRI

TSL 21
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iSSk
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE PCS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : info@plp-semarang.ac.id
Home Page: www.DlD-semarana.ac.id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

HARI/TANGGAL

: POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

: DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN

PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM

SDM TRANSPORTASI. OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN KANTOR. PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH

COVID-19

; PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH

COVID-19 BAGIPEGAWAI

;  JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

; SEE ASA, 19 APRIL 2022

NO PERUSAHAAN/ALAMAT
NAMA&

JABATAN
JAM

TANDA

TANGAN

1 CV. PUTRA MANDIRI

JI. Kerapu III/4 Tanjungmas,

Semarang Utara, Semarang

SUDIRO/

Direktur

11.00 WIB

<

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM

PIP SEMARANG

HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



turunan

A K T A

Tanggal : - 3 - a)16

- 15 «Nomor

FEWOBAHAW AHGGARAW

•>

ANDHY MULYONO. S.H.

notaris

Dl

SEMARANG

ila^S

M

Keputusan Menteri Kehaklman Rl
Tgl. 19 -12 -1992 No. M - 39 - HT. 03.01 - Th. 1992

*5

Jaian Saidan 7 Telp. {024) 3540985
SEMARANG - 50139



ANDHYMULYONO.S.H.
I  S!0!ak«hs>:mv»ang PERUBAKg^N AMGGARAN DASAR.

Nomor : - 15 -

Pada had ini, hari Senin tanggat empatbetas Maret duaribu -

cnambelas (14-3-2016), - -

pukul limabelas lebih limapuluh menit, -

menghadap kepada saya, Af4DHY MULYONO, Sarjana

Hukum, ̂4Qt3^s di Semacang, dengan hadirnya para sakst —

yang saya, Hotans kenal dan akan disebutkan pada - -

bagian akhtr akta mi ; - -

Nyonya ANITA RACHMAT, lahir di Semarang pada tanggal —

duapufuh dua Januari seribu sembilanratus limapuluh tujuh

(22-1-1957), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -

tinggal di Semarang, Srondol Kulon RT.06/02, pemegang --

Kartu Tanda Penduduk nomor 3374026201570001, menurut

keterangannya dalam hal ini bertindak *. -

a. untuk din sendiri, -

b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai --

cukup tanggal duapuluh dua Pebruan duaribu

enambelas (22-2-2016), yang dilekatkan pada asli

akta ini, sebagai kuasa dan dan dengan demikian untuk

dan atas nama Tuan SUOIRO, lahir di Semarang -

pada tanggal duapuluh delapan September senbu

sembilanratus enampuluh enam (28-9-1966), Warga —

Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di - --—

Mranggen, Jalan Kebon Rojo Selatan 11/5, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk nomor 33210128096«}Q04. —-

Penghadap telah saya, Notans kenal. - -—

Penghadap terlebih dahulu menerangkan *. — ——

bahwa penghadap ANITA RACHMAT, Tuan SUOIRO —

dan Tuan ROZIKIM lalah segenap pesero dan perseroan —

komanditer "CV. PUTRA MANDIRl", berkedudukan —



di Semarang, didirikan berdasarkan akta tanggal duapuluh -

Hma Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan -

(25-1Q-1999) nomor 1, dibuatdi hadapan Argo Hertaato, --

Sarjana Hukum, Motans di Semarang, diubah dengan akta -

tanggal tigapuluh catu Januan duaribu sebelas (31-1-2Q11)

nomor 34, dibuatdi hadapan Roekiyanto, Sarjana Hukum, -

pada waktu itu Motaric di Semarangj

bahwa Tuan ROZIk^tM telah meninggal dunia; —

bahwa para penghadap hendak menambah ketentuan

pacal 2 dengan huruf j. - -

Dalam hubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas,

para penghadap menerangkan dengan ini menambah

ketentuan pasal 2 dengan huruf 3, sebagai berikut ■.
Pasal 2.

3. barang cetakan, meubelair, perlengkapan -
pegawai/rumah tangga, bahan — —-—
nnakanan/bangunan/konstruksi/kimia fdituar bahan —
kimta terlarang), alat/suku cadang tulis, kantor, —
elektrikal, mekanikal, teknikal, komputer, ukur,
survey, laboratonum, kesehatan, alat berat, —
konstruksi, perbengkelan, mobtl, motor, —-
alat/bibit/hasil/obat: pertanian, perkebunan, -
perikanan, peternakan, 33sa konsultan bisnis dan ——
man33emen, layanan kebersihan, perbaikan
elektronik.

DEMIKIANLAH AKTA INI. -

Dibuat dan diselesaikan di Semarang, pada hari dan
tanggal yang disebutkan pada bagian avial akta mi,
dengan hadirnya : —

Tuan ERRY SUSANTO, lahir di Semarang pada -
tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus

■^1^. •



L..

delapanpuluh (25-5-I'^O), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jalan

Sadewa 1/50,
#«r.

I - Nona MURTINAH, Sarjana Hukum, lahir di Semarang —
pada tanggal duaputuh sembilan Desember seribu

sembilanratus tujuhpuluh empat (29-12-1974), Warga
«

Negara Indonesia, bertempat tinggal ds Semarang, -—

Jalan Emptasemen Poncot 2-A, — -

kedua-duanya karyawan Notans, sebagai para saksi. —

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada

penghadap dan para saksi, lalu ditandatangani oleh

penghadap, para saks! dan saya, Notans. —

Dibuat tanpa coretan, tambahan dan ganttan.

— .ABU AKTA INI TELAH DITANDATANGANI SEMESTINYA --

-  DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN. -

MO.;
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Model: DPP - 5

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN SEMARANG UTARA

KELURAHAN KUnIn^N

Kode Kefcjrahan : | 33.74.02 10051

SURAT
KETERANGAN

PENGANTAR

^^olTlof «7C0"l/i?2020

Yang bertandatangan (M>awah W. menerangkan bahwa .

1. Nomor Kartu Keiuarga

2. NIK 3321012809660004

3. Nama Lengkap SUDIRO

4. Jenis Kelamin LAKl-LAKl

5 Tempat/Tanggal Lahir SFMARANG / 28 September 1066

6 Alamat JL. KEBON ROJO SELATAN Ib05 RT. 04 RW 19 KEBONBATUR.

7. Status Perkawinan KAWIN

8. Agama Islam

9. Kewarga Negvaan INDONESIA

10 Pekerjaan KARYAWAN SWASTA

11 Kj^>eftuan Menerar^ptan bahwa CV PUTRA MANDIRI benar-benar berdomiski d( Jl.
Kerapu III RT. 06 RW 02 Kel. Kunkigan Kec. Semarang tJtara

12. Berlaku Muiai 06 Januari 2021 s/d 07 Januari 2022

13. Keterangan Latn-lain") Perusahaan tersebut dengan kepemimpinan Bp. SUDIRO

TandaTi

Demjkian untuk menjatSkan maklutn bagi yang berkepentingan

emaran9>.06 Januari 2021

Kuningan

Sekfetarigtufah \
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Catalan : *) Apabila ruangan ini tidak rttenoukupi. harap ditulis sebaliknya, "

dengan diparaf dan <Sbubuhi stempel Kelurahan
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PEMERINTAH REPL BLIK INDONESIA

NOMOR INDl K BERl SAHA (MB)

9120105711511

Pcmenntah Republik Indonesia c.q Lembaga Pqngelola dan Penvelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24
a>ai (I ) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahurr2(HX tentang Pelayanan Penzman Berusaha Tenniegrasi Sccara
Elektronik. manerbitkan NIB kepada

Nama Perusahaan CV PL'TRA MANDIRl ^
Alamat Pcrusahaan Jalau Kcrapu III. Kel Kuningan. Kec Seinarang Utara. Kota

Semanuig. Prop Jawa Tengah
NPWP 01 8% 686 1-504 000

Nomor Tclcpon 0243540423

Noinor Fa\

Email putramandiricv d;rockctroail com
Nama KBLI Lihal Lampiran
Kodc KBLI Lihai Lampiran

Status Pcnanaman Modal PMDN

NfB inenipakan iJentiias Peiakti Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan lierusaha dan berieku selama mcniaionkan
kcgiaian usaha scsuai kctcnman peraturan pcrundang-undangan

NIB adalah bukli Pendartaran Penanaman Modal/Benisaha yang sekaligus mtarupakun pengesahan Tauda Dallar Perusahaan

OSS beruenang unliik metakukan er aluasi dan/alau |ierubahan alas izin usaha i izm komeisiapopcrasionai) scsuai ketentuan
pcnindan g -undangan

Seiuruh data \ang tetcantum daiara NIB dapat hcrubah se.suai Jengan perkcmhaugan kegiatan berusaha

Ditetiipkan tanggal llJuhiOtV
Penihahan kc-1

VN

iyaktimen mi t&k^ltnirkan dart Slitem OSS atas dasw data dari peiaku usaha. Kehtutaran dan ki'ahsahan aiax data wmg ditampUkiWi dalam
dokumf^n tut dan datayang lersimpan dalam Sisfem OSS meiiiitdi (mggwtg tawah pelahi usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REFH BLfK INDONESIA

NOMOR INDl K BERI SAHA (MB>
9120105711511

Lampiran KBLI

No. Judul KBLI Kode KBLI

1 PERDAGANGAN ECER.AN PERALATAN DAN

PERLENGRAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM

SI BGOLONGAN 4759

47599

2 PERDAGANGAN ECERAiN FURNITL R 47591

3 PERDAGANGAN ECT.RAN MESIN KANTOR 47415

4 PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN

PERLENGRAPANNYA

47793

5 PERD.AG.VNGAN ECERAN ALAT LABORAI ORIUM.

FARMASI DAN KESEHATAN

47726

6 PERDAGANGAN ECERAN B.AHAN DAN BARANG

KONSTRUKSl LAINNYA

47529

7 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN

PENERBITAN

47612

« PERDAGANGAN ECERAN ALATTULIS MENULIS DAN

GAMBAR

47611

9 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA 47721

10 PERDAGANGAN ECERAN KOMPl TER DAN

PERLENGKAPANNYA

47411

Dcngan kctcntuan bahwa NIB tcrsebul hanyabcrlaku untuk Nama KBLI dan Rode KBLI yang
tcrcantuiTi dalam lampiran mi
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PE.MERINTAH REPl BLIK INDONESIA

IZIN I SAHA

(Siirat Izin I saha Perdagangan)

Pcmcnntah Rcpublik Indonesia c q. Lcrabaga Pcngcloia dan Pcnyclcnggara OSS bcrdasarkan
kcTcntuan Pasal 32 ayat (1) PeraturMi Pcmenntah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Penzinan Berusaha Tenntegrasi Sccara Elekironik, menerbitkan lain I'saha berupa Sural Izin
I'saha Perdagangan kcpada:

Nama Pcnisaliaan

Nomor Induk Bcnisaha

Alaniat Perusi^aan

Nama KBLI

Kode KBLI

Barang / Jasa Dagangan
Utaina

Lokasi Usaha

- Alaniat

- Dcsa/'Kelurahaii

- Kccaniataii

- Kabupatcn/Kota

- Provinsi

tV PU1IL\ MANDIRJ

9120105711511

Jalan Kcrapu III

Lihai Lampiran KBLI

Lihat Lampiran KBLI

pcralatan dan perlcngkapan rumah tangga dan kantor

Jalan Kcrapu ill

Kuningan

Scmarang Ltaia

Kota Scmarang

Jawa Tengah

Sura! Izin Usaha Perdagangan TELAH berlakii efektif.
Izin Usaha mi bcrlaku sclama pcnisahaan mclakukan kegiatan opcrasional scsuai kclenuian
pcrundangan -uiidangan

Dikciuaikan tanggal : llJuii2U19

[Mivmen ini dikelvarkan dari Sislem OSS aim dasar dam dart pelaku usaha. Kebenaran dan Keahsahan

atas datayang dilampilkan dalam dokumen ini dan data yang ienmtpan dalam Si viem OSS mcnjctdi
tanggmig jawab petaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPEBLIK INDONESIA

NOMOR INDL K BERI SAHA (NIB)
91201057J1511

No. Nama KBLl Kode KBLl

1 PERDAGANGAN ECER.AN K0\1PUTER DAN

PERLENGKAPANNYA

47411

2 PERDAGANGAN ECERAN MESfN KANTOR 47415

3 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG

KONSTRUKSI LAINNYA
•

47529

4 PERDAGANGAN ECERAN FCRNITL'R 47591

5 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM

SUBGOLONGAN 4759

47599

6 PERDAGANGAN ECERAN ALATTLILIS MENULIS DAN

GAMBAR

47611

7 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN

PENERBITAN

47612

8 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA 47721

9 PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM.

FARMASI DAN KESEHATAN

47726

10 PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN

PERLENGKAPANNYA

47793

Dcngan kclcntuaji bahwa NIB tcrscbut hauya bcrlaku untuk Naraa KBLl dan Kodc KBLl \ang
tcrcantum dalain lanipiran int



KANTOR WILAYAH OJP JAWA TENGAH I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

A <0 MANGUNSABXOHO NO i*

SEMARANG 50421

teiepon (024) 84i4t8E

Ett* t024J 8414439

PeM-00909/WPJ 10/KP 0503/2008

Sosuat dengan Pasal 2 ayai (i) Undang-Undang Nomof 6 Tahun 1983 tontang Ketcniuan Umum dan

Taia Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

dan Kepuiosan Dtrektur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ-/2001 sebagaimana lelah diubah dengan

Peraiuran Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ /2007dengan im dilerangkan bahwa

1 Nama

2 Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP)

13. Klasifikas) Lapangan Usaha ( KLU )

4, Alama!

5. Merk/Mronim

6 Status Modal

; 7 Status Usaha

18 Kewajtban Pa^ak

CV PUTRA MANOIRI

01.896.686.t.504.00a

51200 - PERDAGANGAN 8ESAR DALAM NEGERt BAHAN

BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP MAKANAN,

MINUMAN. DAN TEMBAKAU

JL KERAPU HI/4, TANJUNGMAS. SEMARANG UTARA.

SEMARANG. JAWA TENGAH

00000

SWASTA

TUNGGAL

I X )PPhPasal4{2)

I X ) PPh Pasal 15

{ X ) PPh Pasal 19

I X ) PPh Pasal 21

I  1 PPh Pasal 22

{ X ) PPh Pasal 23

{ X ] PPh Pasal 25
i X ] PPh Pasal 26

f X 1 PPh Pasal 29

letah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

Dengan terbtlnya surat tni. maka dalam rangka memehuhi hak dan kewajiban perpajakan. wi^ib

mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 29 Oktober 1999

arang. 11 Februan 2008

ALA KANTOR

ksi Pelayanan.

i
Tutuko

0045180

'I



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

4L K) MANGUNSARKORO

NO 34

SEMARANG 5042!

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG

TIMUR
ftM ' m-ti «41443S

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-0154^'WPJ.1a'KP.0503^•2008

Sesua* dengan Pasai 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 lentang Keterrtuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana lelati diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan
Keputusan Direktur Jendera) Pajak Nomor KEP-161/PJ /2001 sebagaimana telah tiiubah dengan Peraturan
Direktur Jenderai Pajak Nomor PER-160.'PJ /2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1 Nama

2. Nomor Pokok Wajib Pajak <NPWP)
CV.PUTRA MANDtRI

01 896 686 1-504 000

3 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
51200 - PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI
BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN. BINATANG HIOUP.

MAKANAN. MINUMAN. DAN TEM8AKAU

4 Aiamat
JL KERAPU III/4, TANJUNGMAS SEMARANG UTARA
SEMARANG JAWA TENGAH - 00000

5 Merek/Akronim

6 Status Modal

7 Status Usaha

8 Kewajiban Pajak

9 Kode Sen Faktur Pajak

SWASTA

TUNGGAL

IX IPPN IPPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR sebag®
Pengusaha Kena Pajak
Dengan lerbitnya surat ini. maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN
dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggat 24 Nopember 1999

Semarang, 11 Febman 2008
n KEPAU KANTOR ^

ala Seksi Pelayanan, *s

•M*¥.
IPS/f

Ir
bar^Tutuko
060046180
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SITR.AT KETER^NGAN BANK

Nomor :0043 PLY.01,034.'2020

Yang Benanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama

Alamat

Direktur

CV. PUTIL\ MANDJRl

Jl. Kerapu III 4 Kuningau, Seraarang
Sudiro

Adalah nasabali PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 7 engah Cabang Utama

Sejak Tanggal

Nomor Rekening

05 Juli 2001

1.034.14041.6

Surat Keterangan ini tidak merapunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan
sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk inenjadikan maklum.

Semarang, 06 Januari 2021
PT BANK PEMBANGUNAN PAER/\HGUNAN p/

ll'C
>

//

VA TENGAll I
'Cat^hg Utama ̂

t
g, UT.-,

f itU a

ROSY.\DA

Pjs. Pemimpin Bidang Pelayanan

KANTOR cabang utama GEDUNG GRINATMA lT 1 jl PEMUOA no 142 semarang. TELP : (024) 3SS4025. KS4044.3515618. 3540110.3518224.3520182.351844. FAX; (024) 3620181



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNHC ILMU PELAVARAN

SEMARANG

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102 / 75 / 7 / PIP.SMG-2022

TANGGAL 18 APRIL 2022

UNTUK

KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN

DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN

PERKANTORAN. OPERASTONAL DAN PEMELTHARAAN KANTOR.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH

COVID-19

PEKERJAAN

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI

PEGAWAI

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TELP. (024) 8311527

TAHUN ANGGARAN

2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BAD AN LAYAN AN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
TELP. (62) 024-8311527

(62) 024-8311528
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

FAX : (62)024-8311529
Email : lnfo@pip-semarang.ac.ld

^KAN

KODE PCS 50242 Home Page: www.Dlp-semarana.ac.icl

Nomor : PL. 102 / 75 / 8 / PIP.SMG-2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. PUTRA MANDIRI

Seraarang, 18 April 2022

Perihal: Pekeijaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran
Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang
sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan

Lingkup pekeijaan

Nilai total HPS

Sumber pendanaan
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat

Te/epon/Fax
Website

Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai.
Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sebanyak 1 paket.
Rp. 187.294.740,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus
sembilan puluh empat ribu bijuh rabas empat puluh mpiah)
DlPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
0248311527/0248311529

http://pip-semaranu.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan Dokumen Penawaian Selasa-Rabu,
19-20 April 2022

09.00 s/d 13.00 ̂ IB

b. Pembukaan Dokumen Penawaran,
Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Harga

Rabu,
20 April 2022

09.00 WIB s/d

Selesai

c. Penandatanganan SPK Jum'at,
22 April 2022

09.00 WIB s/d ;

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubimgi kami sesuai
alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian
disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ^
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BAD AN LAYANAN UMUM ^KAN
POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : info@plp-semarang.ac.id
Home Page: www.pip-semaranq.ac.ld

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Semarang, 18 April 2022Nomor : PL. 102 / 75 / 8 / PIP. SMG-2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. PUTRA MANDIRI

di Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekeijaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bag! Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu
Peiayaran Semarang

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekeijaan Barang/Jasa
Lainnya sebagai berikut;
1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekeijaan

Lingkup pekeijaan

Nilai total HPS

Sumber pendanaan
Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat

Telepofi/Fax
Website

Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVlD-19 Bagi Pegawai
Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai di Lingkungan
Politeknik Ilmu Peiayaran Semarang
Rp 187.294.740,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus
sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
DIP A BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021

: Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang

: 0248311527/0248311529

: http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan
adwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan Dokumen Penawaran
Selasa-Rabu,

19-20 April 2022

09.00 s/d 13.00

WIB

b.

Pembukaan Dokumen Penawaran,
Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan

Negosiasi Harga

Rabu,
20 April 2022

09.00 WIB s/d

Selesai

c. Penandatanganan SPK
Jum'at,

22 April 2022

09.00 WIB s/d

Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat
tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja RM

Politeknik Ilmu Peiayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



BAB II. INSTRUKSIKEPADA FESERTA (IKF)

A. UMUM

1. Lingkup
Pekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket
Pengadaan Barang dengan kcxie Rencana Umum
Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

1.4

1.5

1.6

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam
kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan
harga sesuai kontrak.

Nama Satuan Kerja/Perangkat
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Daerah

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.8 Website Satuan

Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.9 Website Aplikasi SPSE sebagaim.ana tercantum
dalam LDP.

2. Sumber Dana

3. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan

dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi
keinginan penyedia yang beitentangan dengan
Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau
peraturan perundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk



4. Larangan
Pertentar^n
Kepentingan

memenuhi persyaratan
Pengadaan Langsung ini.

dalam Dokumen

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah
pertentangan kepentingan baik secara langsung
maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud
pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai

Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontr'ak/PPK/Pejabat
Pengadaan baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan
badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha
dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar
tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIHKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi

Administrasi/

Legalitas
Peserta

6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha,
persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas
meliputi:
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum

dalam LDP;
Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDP;
Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Memiliki NPWP dan telah memenuhi

kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir
(SPT tahunan);
Mempunyai atau menguasai tempat
usaha/kantor dengan alamat yang benar,
tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada Kontrak yang
dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau

perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
3) Kartu Tanda Penduduk.
Pakta Integritas;
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta
yang berisi:

b.

c.

d.

e.

f.

g-
h.



1) yang bersangkutan dan manajemennya
tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus
badan usaha tidak sedang dikenakan
sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama
badan usaha tidak sedang daiam
menjalani sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan penguins badan usaha
bukan sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atau pimpinan dan pengurus badan usaha
sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi
administrasi/legalitas meliputi:
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia

seperti Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili
Tinggal;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir;

c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan

pertentangankepentingan pihak yang
terkait;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan
dan/atau sedang menjalani sanksi
pidana; dan

4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,
kecuali yang bersangkutan mengambil
cuti di luar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis meliputi:
Kualifikasi a. Memiliki pengalaman:
Teknis Peserta 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama

paling kurang
1 (satu) pekerjaan dalam kunin waktu 1 (satu)
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak; dan

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1



(satu) pekerjaan dalam kuran waktu 3 (tiga)
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak.

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber
daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan
dalam proses penyediaan termasuk layanan purna
jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen

Fengadaan
Langsung

Dokumen Fengadaan Langsung terdiri dari;
a. Undangan Fengadaan Langsung;
b. Instruksi Kepada Feserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:

f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. FENYIAFAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen

Penawaran dan

Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran

Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga,
Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi,
sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya

mencantumkan:

1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana

tercantum dalam LDP;
3) harga penawaran (dalam angka dan

huruf); dan
4) tanda tangan oleh :

a) direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi;

b) penerima kuasa dari direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang
nama penerima kuasanya tercantum
dalam akta pendirian/anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur
utama/pimpinan
pemsahaan/pengurus koperasi yang
namanya tidak tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar, sepanjang
pihak lain tersebut adalah
pengurus/ka rya wan



peiojsahaan/karyawan koperasi yang
berstatus sebagai tenaga kerja tetap CiaH
mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran
dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang
diangkat oieh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada
penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan

berdasarkan contoh, brosur dan gambar-
gambar;

b. standar produk yang digunakan;
c. garansi;
d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila

dipersyaratkan);
f. layanan purnajual;
g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang

sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
i. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Haiga yang lerdiri dari:
a. Rincian harga penawai^an (Daftar Kuantitas

dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;
c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua

pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan)
yang harus dibayar oleh penyedia untuk
pelaksanaan pengadaan barang ini
diperhitungkan dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas
dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap
dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana
tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran
Dokumen kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan
Penawaran Pengadaan Langsung



F. FEMBUKAAN FENAWARAN, EVALUASI, KLARIHKASI DAN NEGOSIASI

10. Fembukaan

Fenawaran

11. Evaluasidan

Negosiasi
Fenawaran

8.1 Dokumen Fenawaran dibuka pada saat penyerahan
dokumen penawaran sesuai jadwal dalam
Undangan Fengadaan Langsung.

8.2 Pejabat Fengadaan memeriksa kelengkapan
Dokumen Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

11.1 Pejabat Fengadaan melakukan evaluasi penawaran
yang meliputi:
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan hatga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi;

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana

klausul 8.2 huruf a butir 4);
b) mencantumkan penawaran harga;
c) jangka waktu berlakunya surat penawaran

tidak kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP; dan

d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP.

b.Jika peserta tidak memenuhi persyaratan
administrasi, Pejabat Fengadaan menyatakan
Fengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lain.

c.Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem

gugur;

2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta
Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai
dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5
dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat Fengadaan menyatakan
Fengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

a. evaluasi teknis dilakukan lerhadap peserta yang



memenuhi persyaratan administrasi dan
kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai
dengan yang ditetapkan sebagaimana yang
tercantum di spesifikasi;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan
sistem gugur {passand

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis
minimal yang hams dipenuhi sebagaimana
tercantum di spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan
terhadap Dokumen Penawaran Teknis
sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha
lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan

negosiasi teknis dan harga.
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta

membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan

Negosiasi.
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai

kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan
Pengadaan Langsung ulang mengundang
Pelaku Usaha lain.

IZ.Pembuatan 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil
Berita Acara Pengadaan Langsung.
Hasil

Pengadaan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung hams
Langsung memuat hal-hal sebagai berikut:

a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap

perlu (apabila ada)
G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil
SPPBJ Pengadaan Langsung kepada PPK dengan

melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review
atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk
memastikan:

a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah
dilaksanakan sesuai prosedur; dan

b. bahwa calon Penyedia memiliki kernampuan



untuk melaksanakan Kontrak.

12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia
dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan
kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan
dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan
melakukan pembahasan bersama terkait
perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan
Langsung.

12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka
pengambilan keputusan atas hasil pemilihan
diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6
(enam) hari kerja setelah tidak tercapai
kesepakatan.

14.Penandatangan 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK
-an SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional,

angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada
setiap lembar SPK.

13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu;
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri

dari:

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi
meterai pada bagian yang ditandatangani
oleh penyedia barang; dan

2) SPK asli kedua untuk penyedia barang
dibubuhi meterai pada bagian yang
ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai,
apabila diperlukan.

13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas
nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud
pada klausul 8.2 huruf a butir 4).
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BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP No.

IKP

Isian Ketentuan

1. LEVGKUP

PEKERJAAN

1.1 Kode RUP; 35555034

1.2 Nama paket pengadaan;
Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19
Bagi Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu
Pelayaran Semarang

1.3 Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan
Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVlD-19 Bagi Pegawai di
Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

1.4 Jenis Kontrak yang digunakan:
Harga satuan

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah:
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

1.7 Nama Pejabat Pengadaan:
Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan:
Jl. Singosari 2A Semarang

1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah:
https://piD-semarane.ac.id

1.10 Website Aplikasi SPSE:
Ipse.dephub.eo.id

2. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021

3. PERSYARATAN

KUALIFIKASI

PESERTA

3.1 Memiliki surat izin usaha perdagangan (SlUP) dan
atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang
dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha
pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku
dengan menyampaikan rekaman.
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3.2 Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpaj akan (SPT Tahunan) tahun 2019/2020

3.3 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

3.4 Surat Pcmyataan Pakta Intcgritas.

4. DOKUMEN

PENAWARAN

DAN

4.1 Masa berlaku surat penawaran:

15 (lima belas) hari kalender

KUALIFIKASI

4.2 Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan;

5 (lima) hari kalender
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BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh
Pejabat Pengadaan.

NO NAMA BARANG JUMLAH
DESKRIPSI

PRODUK

1 Zegavit 478 box

Berbentuk tablet multivitamin dan

suplemen yang dapat digunakan untuk
kebutuhan vitamin harian. Vitamin dan

mineral berfungsi sangat penting untuk
kesehatan tubuh agar terhindar dari
berbagai penyakit
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BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO URAIAN JUMLAH

PENAWARAN

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Zegavit 478 box Rp Rp

JUMLAH
Rp
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BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : [tempat], [tanggal] [bulan] [tahiin]
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/LembagaTerangkat Daerah]

di

Perihal : Penawaran Pengadaan [diisi nama
pekerjaan]

Sehubungan dengan imdangan Pengadaan Langsung nomor;
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
pengadaan [diisi nama pekeijaan] sebesar

Rp ( J.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekeijaan tersebut di
atas.

Kami akan melaksanakan pekeijaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( _) hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT / C V/Firma/Koperasi/Perorangan]

Nama Lengkap
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B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No. Uraian

Pekerjaan
Spesifikasi
Teknis dan/atau

Gam bar

Satuan Volume Identitas

yang

ditawarkan

1. [Diisi uraian
jenis
Pekerjaan]

[diisi
satuan unit

Pekerjaan]

[diisi volume
unit

Pekerjaan]

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantita$ dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan item pekeijaan yang tercantum dalam
spesifikasi.

1  No Uraian Pekerjaan Satuan Volume Jumlah Harp,a

-  -

1  Jumlah (Sebe um PPN)
1  PPN(11%)
[  Jumlah total setelah PPN



16

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakii sah badan usaha]

No. Identitas ; [diisi nomor KTB/SIM^Paspor]

Jabatan :

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai
dan atas nama dan cantumkan nama]

dalam rangka Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang,
dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi I^N di dalam proses
pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
untuk memberikan basil keija terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Jtempat], ]tanggal] [bulan] 20 ]tahun]

[Nama Penyedia]

]tanda tangan],

]nama lengkap]
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FORMULIRISIAN KLIALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN

USAHA

Say a yang bertanda tangan di bawah ini:

fnama badan usaha]Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak

untuk

dan atas nama

Alamat

Telepon/Fax

Email

Jdiisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jdiisi sesuai jabatan dalam akta notaris]

[diisi nama badan usaha]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama
perusahaan/koperasiberdasarkan [akta pendirian'anggaran
dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta
pendirian/dnggaran dasar/surat kuasa] ,-

2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerahfbagi
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar
tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai
berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sedang cuti diluar tanggungan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah "7;

3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan
para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan ini;

5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam,
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya
tidak sedang dihcntikan;

6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut;
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A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status Badan Usaha □ Pusat □ Cabang
^  Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

4. Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax

E-Mail

5. Bukti kepemilikan/penguasaan tempat
usaha/kantor

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

d. Nomor Pengesahan/pendaftaran
[contoh: nomor pengesahan Kementerian
Hukum dan HAMuntuk yang berbentuk
PTJ

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

[contoh: persetujiian/bukti laporan dart
Kementerian Hukum dan HAM untuk
yang berbentuk PT]

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No. Nama nomor Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/

Paspor/Surat
Keterangan Domisili

Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha
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2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda

Penduduk (KIP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha No Tanggal

2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

4. Kualifikasi Usaha

5. Klasifikasi Usaha

6. No. TDP

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Surat Izin No Tanggal

2. Masa berlaku izin

3. Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Su$unan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama

nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Alamat

Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir (SPT tahunan)

No. tanggal
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G. DataPersonaIia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukan]

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pendidikan

Jabatan

dalam

pekeijaan

Pengalaman
Kerja

(tahun)

Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat/

Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan/<^aAi7a diperlukan]

No.

Jenis

Fasilitas/Pera

latan/

Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas
atau output

pada saat ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuatan
Kondisi

(%)

Lokasi

Sekarang

Bukti

Status

Kepemilik
an

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Data Pengalaman Perusahaan daiam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.

Nama

Paket

Pekerjaan
kelompok

(grup)

Ringkasan
Lingkup
Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Pekerjaan

Kontrak Status

Penyedia
dalam

pelaksan
aan

Pekerjaa
n

Tanggal Selesai
Pekerjaan

Berdasarkan

Nama
Alamat/

T elepon

No/

Tan

gga>

Nilai
Kontra

k

BA Serah

Terima

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

2

dst
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J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.

Nama

Paket

Fckcxjaan

Ringkasan
Lingkup
Pekerjaan

Lokas

i

Pemberi Pekeijaan

Status

Penyedia
dalam

pelaksanaan
Pekerjaan

Kontrak Progres Terakhir

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai

Kontrak

(Renoana)
(%)

Prestasi

Kerja
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenamya dan penuh
rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang
saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang
saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, Sanksi Daftar
Hitam, gugatan secara perdata, dan/'ataupelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], __itanggal] [bulan] [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi
Jpilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]
(nama lenskap wakil sah hadan usaha)
jjabatan dalam badan usaha]
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BAB vni

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Fembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

NOMOR DAN TANGGAL SPK

Nama PPK:

Nama Penyedia:

PAKET PENGADAAN

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGAD.\AN

LANGSUNG:

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN

LANGSUNG:

NOMOR BERITA AC.ARA HASE. PENG.MDAAN

LANGSUNG:

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN

LANGSUNG:

SUMBER DANA: [sebagai conloh, canlumkan "dibebankan alas DIPA'DPA
Tahun Anggamn untuk mala anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_
(  rupiah).

Jenis Kontrak

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:_
kalender

J hari

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan

meterai Rp 6.000,-)]

[nama lenskapj

fjabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untukproyeh'satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen maka rekatkan meterai Rp

6.000,-)]

[nama lenskapj

fjabatan]
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SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum
F.epublik Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya
overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMH^nCAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK.
Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum
yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK
pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua
peralatan tersebut hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat
diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian
yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekeijaan penyedia dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat
memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama
masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah teraiasuk dalam harga SPK.

7. PENGALfflAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
selumh pekerjaan. Pengalihan selumh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat
lainnya.



24

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau
pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum
dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia haras mcnyclcsaikan pckcijaan scsuai jadwal yang ditcntukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK,

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat
Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,
serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung
tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari
hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kena
sampaibatas akhir garansi,harus diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh
penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut
terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
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pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada
pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan
pcngujian Cacat Mutu yang tidak tcrcantum dalam Spcsifikasi Tcknis dan
Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan
adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap
kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan
pekeijaan, Hasil pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekeijaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekeijaan, PPK dapat menugaskan Pengawas
Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekeijaan di lokasi pekerjaaa

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-
lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah
Mulai Kerja.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalahan atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan sanksi berupa
denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK imtuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh
pengawas pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan
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penyedia hams menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat dcsain, bahan, dan cara kcrja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera

setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk

memperbaiki, m.engganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu
sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat
cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
Sertifikat Garansi,PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan
PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat
mutu dikenakan Sanksi Daflar Hitam.

17. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah j adwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai
berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/peny impangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat

diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
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8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/'atau

keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
pcrhitungan kompensasi yang diajukan olch pcnycdia kcpada PPK, dapat
dibuktikan keragian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini
dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan peitimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal
penyelesaian pekeijaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus
dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai

dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk;
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini.

Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK,
dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsimg demobilisasi personel.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan
apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum

dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;



28

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/'atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,
dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan'sistem termin''pembayaran

secara sekaligus]',
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan
pekeijaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil)
dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap
hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.
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23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK
ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
disclcsaikan mclalui Layanan Pcnyclcsaian Scngkcta, arbitrasc atau Pcngadilan
Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau
akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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BABrX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[hop surat K/'LPD]

Nomor:

20

Lampiran ;

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekeijaan Pengadaan Barang/Jasa untuk
Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor
tanggal tentang dengan basil negosiasi harga sebesar
Rp ( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima
penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara,
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama len^kapj

Ijabatan]

NIP:

Tembusan Yth.:

1. [PA/KPA K/UPD]
2. [APIP fC'lJPDJ
3. [Pejabat Pengadaan]

dst
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B, BENTUK SURAT PEREVTAH MULAIKERJA

[hop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor;

Paket Pekeijaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Jnama Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jjahatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jalamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama
ini memerintahkan:

[nama Penyedia Jasa Lainnya]
[alamat Penyedia Jasa Lainnya]

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut;

1. Paketpengadaan: ;

2. Tanggal mulai keria:

3. Svarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekeijaan
hams sudah selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000
(satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK(tidak termasuk PPN)
sesuai ketentuan dalam SPK.
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[tempat], _[tanggal] [bulan] _[fahun]

Untnk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama len2kapl
[jabatan]
NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[fabatan]
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BABX

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung
ini sebagai pedoraan dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan
Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah
COVID-19 Bagi Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang;

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada
Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahim Anggaran 2022
Nomor : SP DIPA-022.12.1. 414330 /2021 tanggal 17 November 2021.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhimya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 April 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST, MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

PA/KPA

UNIT KERJA

PPK

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, S.M.

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGIPEGAWAI

POLITEKNIKILMU PELAVARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. DasarHukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Day a Manusia di

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;



i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK

656/DL-002/VI/D1KLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/1V/DlKLAT-09

tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor SK 2162/HK-208/X1/D1KLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.Ol/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;



s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor

PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya

saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi

yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah ;

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk

mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara

konsisten;

f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector

transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

(BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi

Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang - undang di bidang

transportasi antara lain:

a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

c. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

d. Undang ~ undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang - undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan

bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggimg jawab atas penyediaan

dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional.



kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi

standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang

prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal

serta berorientasi Zero Accident.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan

SDM Perhubungan adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar

nasional dan internasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia

keija melalui keijasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan

transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi

Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM

transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan

mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fimgsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita

dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandirl dan

Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang

dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-

langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran

melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan

meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.

d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan

pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah

Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran

dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan

tanggimg jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu

pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang jjendidikan ilmu

pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program

pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat

keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan

kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian

pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai institusi pendidikan di bawah Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki misi salah satunya

adalah memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional dan

intemasional untuk menghasilkan sumber daya pelayaran yang prima, professional,

beretika. Vitamin merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan pegawai

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Sesuai peraturan yang berlaku pegawai wajib

mengenakan seragam saat melaksanakan kegiatan dan menjalankan tugas di

Lingkungan PIP Semarang.



n. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu

Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran diri

dari setiap pegawai. Agar dapat terhindar dari penyebaran wabah virus covid-19 dan

dapat melaksanakan kegiatan dengan baik di Lingkungan PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)

Semarang Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan kesehatan, kedisiplinan, dan

ketertiban pegawai serta mendukung berjalarmya kegiatan dengan baik dan aman.

m. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan pelayanan yang baik untuk menjaga kesehatan bagi

pegawai yang beraktifitas di lingkimgan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

a. Kementerian

b. Satker

c. KPA

d. PPK

Kementerian Pehubungan

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

HERI PRASETYO, S.M.

SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan Vitamin/Suplemen

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 1.959.925.000

(Satu miliyar sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh

lima ribu rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Vitamin/Suplemen

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar



Rp. 187.294.740,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh

empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

VI. JANGKA WAKTII PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 5 (Lima) Hari kalender.

Vn. LINGKIIP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekeijaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di

PIP Semarang.

2. Penyedia melakukan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

3. Penyedia melakukan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran Wabah C0\TD-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian keija sama

berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekeijaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)

Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 5 (Lima) Hari kalender.

Semarang, 18 April 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERl PRASETYO. S.M.

Penata Muda, (IIEa)

NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
^KAN

JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : info@plp-semarang.ac.id
Home Page: www.plD-semaranq.ac.ld

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI

PEGAWAf

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO URAIAN JUMLAH

HPS

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Zegavit 478 box Rp 353.000,00 Rp 168.734.000,00

JUMLAH Rp 168.734.000,00

PPN Rp 18.560.740,00

TOTAL Rp 187.294.740,00

Terbilang: Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus

empatpuluh rupiah

Semarang, 18 April 2022

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang

HERIPRASETYO. S.M.

Penata Muda, Ill/a

NIP. 19850429 201012 1 003



JADWAL PROSES

PENGADAAN VITAMIN/SLPLEMEN PENCi;GAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVlD-19 BAGI PEGAWAI

PGLITEKNIK ILMIJ PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO KEGIATAN 17-Apr-22 18-Apr-22 19-Apr-22 20-Apr-22 21-Apr-22 22-Apr-22

1 Dokumen Pengadaan Langsung !

2 Undangan kepada Peserta Terpilih

3 Pcmasukan Dokumen Penawaran

4 Pembukaan Dokumen Penawaran ! ■
5 Evaluasi Penawaran

6 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Hai-ga
■r

7 Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Ik......
8 Rapat Pra Penunjukan

9 Penandatanganan Koiitrak / SPK 1  mBi

KETERANGAN

□ HARIKERJA
IMI PROSES PELELANGAN

^■1 HARILIBUR

SEMARANG, 17 APRIL 2022
PEJABAT PENGADAAN BAILVNG/JASA BELANJA RM

KRISTIN ANITA INDRIYANL S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK

3. Nomor dan Tanggal Kontrak

4. Nama Penyedia / Perusahaan

5. NPWP / Alamat Perusahaan

6. Nilai/Harga Pekerjaan

7. Uraian / Volume Pekeijaan

8. Cara Pembayaran

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekeijaan

10. Tanggal Penyelesaian Pekeijaan

11. Jangka Waktu Pemeliharaan

12. Ketentuan Sanksi/Denda

SP DIPA-022.12.1. 41433012022 tanggal 17 November 2021

022.12. WA.4627.EBA.994.002.I.521131

PL. 102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022

CV. PUTRA MANDIRI

01.896.686.1-504.000 / Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara,
Semarang

Rp 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu

dua ratus enam puluh rupiah)

Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan

Daeiali Jawa Tengali Kantoi Cabaiig Utama dengan Nomoi Rekening

1.034.14041.6 atas nama CV. PUTRA MANDIRI

5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 - 26 April 2022

26 April 2022

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari

kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda

keterlambatan I%o (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catalan

Apabila teijadi addendum kontrak maka

data kontrak agar disesuaikan dengan

perubahannya.

Semarang, 22 April 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003














































































